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LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 3

www.pajak.go.id

Penyesuaian untuk implementasi PSIAP terkait tata cara Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan,

Penghapusan, atau Pembatalan sanksi/SKP/STP

Penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan, Penghapusan,

atau Pembatalan sanksi/SKP/STP termasuk untuk jenis pajak PBB.

Melaksanakan amanah dan ketentuan:

1. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

4. Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan

5. Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.

Simplifikasi peraturan terkait Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

sanksi/SKP/STP termasuk untuk jenis pajak PBB dengan menggabungkan 5 PMK menjadi 1 PMK.



SISTEMATIKA PMK

BAB I

Ketentuan

Umum

BAB II

Tata Cara 

Permohonan dan 

Penyelesaian 

Pembetulan

BAB III

Tata Cara Pengajuan

dan Penyelesaian

Keberatan

BAB IV

Tata Cara Permohonan 

dan Penyelesaian 

Pengurangan, 

Penghapusan, atau 

Pembatalan

BAB V

Tata Cara Penyampaian, 

Pencabutan, dan 

Pengajuan Surat, 

Dokumen, dan Saluran 

yang Digunakan

BAB VI

Penerbitan dan 

Penyampaian Dokumen

dan Surat Keputusan

BAB VII

Pelimpahan

Kewenangan

BAB VIII
Ketentuan

Penutup

BAB IX

Ketentuan

Peralihan

BAB I
BAB VIII
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PETA PENGATURAN PMK

Ketentuan Umum

Definisi

Tata Cara Penyampaian, 

Pencabutan, dan 

Pengajuan Surat, Dokumen

dan 

Saluran yang Digunakan

Tata cara penyampaian dan 

pencabutan, saluran yang 

digunakan, penerbitan surat

persetujuan atau penolakan

atas permohonan pencabutan

Tata Cara Permohonan

dan Penyelesaian

Pembetulan

Penelitian permohonan, 

permohonan tidak

dipertimbangkan, tindak

lanjut, kewenangan dalam

penelitian, penerbitan SK, 

penyelesaian pembetulan

dan keberatan secara

bersamaan

Tata Cara Pengajuan dan 

Penyelesaian Keberatan

Penelitian permohonan, 

permohonan tidak

dipertimbangkan, tindak lanjut, 

kewenangan dalam penelitian, 

SPUH, pencabutan/penyesuaian

keberatan karena MAP, 

penerbitan SK, penangguhan

jangka waktu penerbitan

SK, sanksi administratif

Tata Cara Permohonan dan 

Penyelesaian Pengurangan, 

Penghapusan, atau

Pembatalan

Penelitian permohonan, 

permohonan tidak

dipertimbangkan, tindak

lanjut, kewenangan dalam

penelitian, penerbitan SK, 

tindak lanjut putusan gugatan

RPMK

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB VIBAB V

Pelimpahan Kewenangan

Direktur Jenderal Pajak dapat

melimpahkan kewenangan dalam

bentuk delegasi kepada pejabat di 

lingkungan DJP

BAB VIII

Penerbitan dan 

Penyampaian Dokumen 

dan Surat Keputusan 

SK Pembetulan, SK Keberatan, 

SK Pengurangan, 

Penghapusan, atau

Pembatalan disampaikan

secara elektronik, langsung, 

pos, jasa ekspedisi, atau jasa

kurir

BAB VII

Ketentuan Peralihan

Permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, atau

permohonan pengurangan, penghapusan, atau

pembatalan, yang diterima sebelum berlakunya PMK 

dan belum diterbitkan surat keputusan, penerbitan

surat keputusan berdasarkan PMK yang dicabut, dengan

administrasi dilakukan berdasarkan pelimpahan

kewenangan dalam bentuk delegasi

BAB IX

Ketentuan Penutup

Pernyataan pencabutan

PMK-8/PMK.03/2013,

PMK-9/PMK.03/2013,

PMK-11/PMK.03/2013,

PMK-253/PMK.03/2013, dan 

PMK-81/PMK.03/2017

Pasal 1

Pasal 60

Pasal 9 s.d. 20

Pasal 2 s.d. 8

Pasal 21 s.d. 52

Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 s.d. 64

Pasal 53 s.d. 59
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POKOK-POKOK
PERUBAHAN
PENGATURAN



Pembetulan
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1. SKP;
2. STP;
3. SK Pembetulan;
4. SK Keberatan;
5. SK Pengurangan Sanksi Administrasi;
6. SK Penghapusan Sanksi Administrasi;
7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak;
8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
9. SKPPKP;
10. SKPIB; 
11. SPPT;
12. SKP PBB;
13. STP PBB;
14. surat keputusan pemberian pengurangan

PBB;
15. surat keputusan pengurangan denda

administrasi PBB; atau
16. SK Persetujuan Bersama,

Pembetulan

Dalam hal terdapat:
➢ kesalahan tulis,

➢ kesalahan hitung, 
dan/atau

➢ kekeliruan penerapan
peraturan

atas permohonan WP
atau

secara jabatan

7
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Pembetulan
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Kesalahan tulis meliputi kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor objek pajak,

lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, nomor keputusan atau ketetapan, jenis pajak, masa
pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak
memengaruhi jumlah pajak terutang

Kesalahan hitung meliputi:

1. kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian
2. kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, SKP PBB, STP PBB, surat keputusan, atau putusan

Kekeliruan penerapan ketentuan berupa kekeliruan dalam:

1. penerapan tarif;
2. penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto;
3. penerapan sanksi administratif atau denda administratif;
4. penghasilan tidak kena pajak;
5. penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan;
6. pengkreditan pajak*;
7. penerapan kurs;
8. penerapan persentase nilai jual kena pajak;
9. penerapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak; atau
10. pemberian pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan.

* hanya jika PM tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak

8



JANGKA WAKTU 
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Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan, surat pengembalian disampaikan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

Pengembalian

WP 

Permohonan

Pasal 16 

Penelitian

Penelitian

1. Permintaan

dokumen, data, 

informasi, 

dan/atau

keterangan

2. Pembahasan

3. Peninjauan

Surat 

Keputusan

6 bulan

1 bulan

1 bulan

SK harus

diterbitkan

terlampaui

Pembetulan Pasal 16 berdasarkan Permohonan

1

2

Wajib Pajak

Apabila jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima terlampaui, surat keputusan harus

diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 bulan berakhir.

9

Formal
Mengabulkan

atau

Menolak
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Pengajuan Keberatan

SKPKB

SKPN

SKPLB

SKPKBT

POT/PUT 
PIHAK III

Dalam jangka waktu
3 bulan

Dirjen
Pajak

Surat Keberatan

1) Tidak diajukan Pasal 36 UU
KUP dan/atau Pasal 19 dan
Pasal 20 UU PBB

2) Tertulis dalam Bahasa
Indonesia.

3) Mengemukakan jumlah
pajak yang
terutang/dipotong atau
dipungut/rugi menurut
WP beserta alasan (dasar
penghitungan.

4) 1 Keberatan untuk 1
SKP/Pot/Put/SPPT/SKP PBB.

5) Melunasi pajak yang masih
harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang telah
disetujui WP dalam
pembahasan akhir hasil
pemeriksaan.

6) Di ttd oleh WP/Wakil/Kuasa

Memenuhi
persyaratan

Tidak memenuhi
persyaratan

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat

pemberitahuan atas keberatan yang tidak

memenuhi persyaratan kepada Wajib Pajak

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal diterima pengajuan.

Dalam hal diminta oleh

Wajib Pajak, Direktur

Jenderal Pajak wajib

menyampaikan surat

keterangan dalam

jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal diterima

permohonan.

SKP PBB

SPPT

Penelitian
keberatan

Tidak
dipertimbangkan
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Penelitian Keberatan

Dalam melakukan penelitian keberatan, Direktur Jenderal Pajak dapat:

1) Meminjam atau meminta buku, catatan, data, dan/atau informasi kepada Wajib Pajak;

2) Meminta keterangan kepada Wajib Pajak;

3) Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak

ketiga;

4) Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak;

5) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

6) Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan;

7) melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap

perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data,

keterangan, atau bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan; dan/atau

8) Melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau

yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di

bidang perpajakan.
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Penelitian Keberatan
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Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh

buku, catatan, data, dan/atau informasi yang dipinjam atau

diminta, Wajib Pajak menyatakan hal tersebut dalam surat

pernyataan.

Dalam hal Wajib Pajak telah menguasakan pelaksanaan hak dan/atau

pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:

a. hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan; atau

b. memberikan surat tanggapan hasil penelitian,

tetapi atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban dimaksud

dilaksanakan oleh Kuasa dan Wajib Pajak, pelaksanaan hak dan/atau

pemenuhan kewajiban perpajakan yang diakui merupakan pelaksanaan hak

dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib

Pajak.
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Keberatan dan Persetujuan Bersama
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Penyesuaian keberatan, dalam hal terdapat

materi sengketa lain di luar materi yang

disengketakan dalam Prosedur Persetujuan

Bersama yang diajukan keberatan.

Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban

berupa surat persetujuan atau surat penolakan

atas permohonan penyesuaian keberatan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal permohonan diterima.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan Prosedur Persetujuan Bersama

secara bersamaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan:

Pencabutan/penyesuaian keberatan

diajukan sebelum tanggal SPUH

diterima oleh Wajib Pajak

Pencabutan keberatan, dalam hal materi

yang disengketakan dalam Prosedur Persetujuan

Bersama sama dengan materi yang diajukan

keberatan.

Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban

berupa surat persetujuan atau surat penolakan

atas permohonan pencabutan keberatan dalam

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak tanggal permohonan diterima.

ATAU
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Keputusan Keberatan
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keberatan dianggap dikabulkan dan Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan

Keberatan sesuai dengan pengajuan

keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu

12 bulan berakhir.

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak

untuk keperluan pengajuan

permohonan banding, Direktur

Jenderal Pajak harus menyampaikan

surat keterangan mengenai hal yang

menjadi dasar Surat Keputusan

Keberatan yang diterbitkan paling

lama 1 (satu) bulan terhitung sejak

permintaan tertulis diterima.

tidak menerbitkan SK Keberatan; atau

tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas

keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,

Apabila jangka waktu penyelesaian keberatan

12 bulan terlampaui dan Direktur Jenderal

Pajak:

Pengajuan Banding
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Syarat Formal Permohonan

• Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok PBB,

atau jumlah PBB yang tidak atau kurang dibayar telah dilunasi oleh Wajib Pajak.

• Permohonan disampaikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang sitaan

atau permintaan pemindahbukuan barang sitaan yang penjualannya dikecualikan

dari penjualan secara lelang atas tindakan penagihan pajak terkait SKP, STP, SKP PBB,

atau STP PBB yang diajukan permohonan.

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 20 UU PBB

Surat Teguran
Surat 

Paksa

Surat 

Perintah

Melaksanakan

Penyitaan

Lelang/ 

Pemindahbukuan/

Penjualan

SKP

STP                 

SKP PBB

STP PBB

batas permohonan

15
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Ketentuan Proporsional

Pembayaran atas SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB

yang dilakukan sebelum bulan disampaikannya

permohonan, diperhitungkan secara proporsional

sebagai pembayaran:

a. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,

jumlah pokok atau selisih pokok PBB, atau jumlah

PBB yang tidak atau kurang dibayar; dan

b. sanksi administratif atau denda administratif PBB.

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 20 UU PBB

Pembayaran pada bulan yang sama

dengan bulan disampaikannya

permohonan, pembayaran tersebut

merupakan pembayaran atas jumlah

pajak yang tidak atau kurang dibayar,

jumlah pokok atau selisih pokok PBB,

atau jumlah PBB yang tidak atau

kurang dibayar.

JANUARI
Pembayaran 1

FEBRUARI
Pembayaran 2

MARET
Pembayaran 3

Pengajuan Permohonan

wwwpajak.go.id
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17Contoh Penerapan Ketentuan Proporsional

▪ Kantor Pelayanan Pajak Pratama X

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar sebesar Rp140.000.000,00 atas nama

Tuan A yang terdiri dari pokok pajak sebesar

Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif

sebesar Rp40.000.000,00.

▪ Tuan A melakukan pembayaran atas Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar

Rp120.000.000,00 pada tanggal 31 Januari

2025.

▪ Pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Tuan A

sebesar Rp14.285.714,00 pada tanggal 1

Februari 2025.

▪ Tuan A menyampaikan permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif pada tanggal 3 Februari 2025.



Kriteria Kekhilafan atau Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak, termasuk
karena Hal-hal Tertentu
Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 20 UU PBB

1 Sanksi administratif atau denda administratif PBB

merupakan yang diterbitkan pertama kali

Kesalahan Direktorat Jenderal Pajak

Terkena bencana alam, bencana nonalam, atau

bencana sosial yang terjadi:

Adanya perubahan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam jangka waktu 6 bulan

setelah berlakunya ketentuan

Disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena

kesalahan WP
Timbul akibat melaksanakan kesepakatan harga

transfer

Kendala pada jaringan sistem elektronik

Kesulitan keuangan, dengan ketentuan:

2

3

4

5

6

7

8

1. pada tahun pelaksanaan hak dan pemenuhan

kewajiban perpajakan yang menyebabkan

dikenakannya sanksi administratif dan denda

administratif PBB;

2. dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah

diterbitkannya SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB; atau

3. dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum

permohonan disampaikan;

1. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

dan WP badan, pembukuan mengalami kerugian komersial dan

kesulitan likuiditas dalam 2 tahun berturut-turut;

2. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,

pencatatan, mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup

dari penghasilan yang diperoleh dalam 2 tahun berturut-turut;

atau

3. WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari

penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak,

sebelum permohonan disampaikan.

18
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JANGKA WAKTU 

wwwpajak.go.id

Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan, surat pengembalian disampaikan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh dokumen, data, informasi, dan/atau

keterangan yang diminta, Wajib Pajak menyatakan dalam surat pernyataan.

Pengembalian

Permohonan

Pasal 36 
Penelitian

Penelitian
Surat 

Keputusan

6 bulan

1 bulan

1 bulan

SK harus

diterbitkan

terlampaui

Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d

1

2

Wajib Pajak

Apabila jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima terlampaui, surat keputusan harus

diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 bulan berakhir.
3

19

Formal

1. Meminta buku,

catatan, dokumen,

data, informasi,

dan/atau

keterangan

2. Meminta

keterangan/bukti

3. Pembahasan

4. Penilaian

5. Peninjauan

6. EOI

sesuai kewenangan
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Kewenangan dalam Penelitian
Pasal 36 ayat (1) huruf a,b,c, dan d

Tambahan Kewenangan a b c d

Meminta keterangan atau bukti kepada pihak lain di luar

Direktorat Jenderal Pajak dan/atau unit kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak

Melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan

memanggil Wajib Pajak

Melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi objek

pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu

Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan

Melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan

dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra

sesuai ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau

kesepakatan di bidang perpajakan
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Ketentuan Lain-Lain terkait Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Surat Keterangan mengenai Hal yang Menjadi Dasar

Menolak atau Mengabulkan Sebagian

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak

wajib menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang

menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian

permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

Tindak Lanjut Putusan Gugatan

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan

Gugatan yang amar putusannya mengabulkan gugatan Wajib

Pajak terhadap surat pengembalian kepada Wajib Pajak atas

permohonan yang tidak dipertimbangkan, Wajib Pajak

menyampaikan kembali permohonan.

21
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Tata Cara  Penyampaian, Pencabutan, dan Pengajuan Surat, Dokumen dan 
Saluran yang Digunakan

Penyampaian permohonan pembetulan,

pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan

pengajuan keberatan, dilaksanakan secara

elektronik melalui Portal Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan

melalui Portal Wajib Pajak, maka secara langsung

atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau

jasa kurir.

Berlaku secara mutatis mutandis terhadap

penyampaian permohonan pencabutan.

Surat persetujuan atau surat penolakan diberikan

atas permohonan pencabutan dalam jangka waktu

paling lama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan

pencabutan diterima.

Apabila sudah diterbitkan surat persetujuan

Keberatan Pasal 36

tidak dapat mengajukan kembali

keberatan yang sama, kecuali

belum terdapat interaksi dan

belum melewati jangka waktu

3 bulan.

tidak dapat mengajukan

kembali permohonan

yang sama.
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Penerbitan dan Penyampaian Dokumen dan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan dokumen dan surat

keputusan kepada Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian pembetulan,

keberatan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan.

Penyampaian dokumen dan surat

keputusan dapat dilakukan:

a. secara elektronik melalui Akun

Wajib Pajak;

b. secara langsung; atau

c. melalui pos, perusahaan jasa

ekspedisi, atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.
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Kewenangan untuk melakukan penelitian, menerbitkan dokumen dalam rangka penelitian,

memberikan jawaban atas permohonan pencabutan atau penyesuaian, menerbitkan

keputusan, dan/atau menerbitkan keterangan berdasarkan permintaan Wajib Pajak atas

pembetulan, keberatan, Pasal 36 UU KUP, dan Pasal 20 UU PBB

Kewenangan terkait melakukan penelitian, menerbitkan dokumen dalam rangka penelitian, dan 

menerbitkan keputusan secara jabatan atas pembetulan dan Pasal 36 UU KUP

1

2

didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak .

didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak .

Pelimpahan Kewenangan

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak:
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Ketentuan Peralihan 25
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1
Permohonan pembetulan yang telah

diterima sebelum berlakunya PMK ini dan

belum diterbitkan surat keputusan

penyelesaian PMK-11/PMK.03/2013

2
Pengajuan keberatan yang telah diterima

sebelum berlakunya PMK ini dan belum

diterbitkan surat keputusan

penyelesaian

▪ PMK-9/PMK.03/2013 s.t.d.d. 

PMK-202/PMK.03/2015

▪ PMK-253/PMK.03/2014 s.t.d.d. 

PMK-249/PMK.03/2016

3
Permohonan pengurangan, penghapusan,

atau pembatalan yang telah diterima

sebelum berlakunya PMK ini dan belum

diterbitkan surat keputusan

penyelesaian
PMK-8/PMK.03/2013

PMK-81/PMK.03/2017

Administrasi

dilakukan

berdasarkan

pelimpahan

kewenangan

dalam

bentuk

delegasi




